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ABSTRAK 

Waktu kerja lembur yaitu waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari 

dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 

(satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) 

minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada 

hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah. 

Perusahaan atau setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, baik milik 

swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja, apabila mendapatkan 

pesanan hasil produksinya oleh pembeli, yang sangat besar jumlahnya, maka 

untuk menutupi jumlah pesanan yang sangat besar itu perusahaan mempekerjakan 

karyawan atau buruhnya dengan cara melebihi jam kerja, agar jumlah pesanan 

dari pembeli bisa dicukupi. Perusahaan harus membayar upah lembur karena itu 

adalah hak dari pekerja. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Penerapan Upah Kerja Lembur Pekerja di 

PT Kunango Jantan. 2) Apa Permasalahan Yang Timbul Setelah Diberlakukannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Terhadap Aturan Tentang Waktu 

Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur Pekerja di PT Kunango Jantan. Penelitian 

ini menggunakan metode yuridis empiris yang menggunakan aspek hukum 

(kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan upah kerja 

lembur pekerja di PT Kunango Jantan sudah berjalan sesuai ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Namun, masih ada ketidaksesuaian dalam 

penerapan terkait perhitungan upah kerja lembur pada hari istirahat mingguan dan 

hari libur resmi. Permasalahan yang timbul setelah diberlakukannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 terhadap aturan tentang waktu kerja lembur 

dan upah kerja lembur pekerja di PT Kunango Jantan terdiri dari permasalahan 

yuridis dan permasalahan non-yuridis. Dengan dikeluarkannya putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, perlu kejelasan lebih lanjut 

terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. 
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